SUMBER-SUMBER HUKUM FORMIL
HTN

Sumber hukum tata negara pada umumnya terdiri dari:
1. Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar sering disebut dengan istilah Konstitusi.
Pengertian Konstitusi yang disamakan dengan undang-undang dasar
merupakan pandangan yang keliru, karena ada perbedaan
pengertian antara undang-undang dasar dengan konstitusi. Menurut
Hermann Heller: konstitusi memiliki arti yang lebih luas daripada
undang-undang dasar. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis
semata-mata melainkan juga sosiologis dan politis, sedangkan
undang-undang dasar hanya merupakan sebagian dari pengertian
konstitusi, yakni konstitusi yang ditulis atau die geschreiben
verfassung.

Undang-undang dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari
hukumnya dasar negara itu. Undang-undang dasar ialah hukum
dasar yang tertulis, sedangkan di sampingnya undang-undang dasar
itu berlaku juga hukum dasar yang ti(l)ak tertulis, ialah aturan-aturan
dasar yang timbul dan terpelihara dalam peraktek penyelenggaraan

negara, meskipun tidak tertulis.

Di Belanda dan Jerman istilah yang dipakai untuk undang-undang
dasar dipakai Grondwet (ground = dasar + wet= undang-undang)
dan Grundgesetz (grund=dasar + gesetz=undang-undang). Di
Belanda di samping istilah Grondwet dikenal pula istilah contitutie.
Istilah konstitusi sudah dikenal orang sejal zaman Yunani Kuno,
tetapi belum diletakkan dalam satu naskah yang tertulis. Aristoteles
telalE membedakan antara istilah politea sebagai konstitusi yan
mengandung kekuasaan yang lebih tinggi daripada nomoi (){Jn ang-
undang biasa).
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2. Convention

3. Traktat

Sumber hukum formal dalam hukum tata negara
Indonesia, antara lain:

1. UUD 1945

2. Ketetapan MPR

3. UU/PERPU

4. Peraturan Pemerintah

5. Peraturan Presiden

6. Peraturan Daerah

7. Convetion (kebiasaan ketatanegaraan)
8. Traktat
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